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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Rancangan Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia 
serta kebijakan yang seharusnya diatur dalam Rancangan Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme guna melindungi Hak Asasi 
Manusia.Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum 
normatif (doktrinal) dengan melalui metode pendekatan perundang-undangan dan 
konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, beberapa muatan baru 
yang terdapat di dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme bertentangan dengan Hak Asasi Manusia; Kedua, kewenangan 
penyidik di dalam menangkap, menahan dan menyadap telepon perlu untuk 
dibatasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan 
pelanggaran hak asasi manusia. 
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The purpose of this study was to determine the Draft Law Combating Criminal 
Acts of Terrorism in the perspective of human rights and policies that should be 
regulated in the draft Law on Combating Criminal Acts of Terrorism in order to 
protect human rights. In this study the authors use the method of normative legal 
research (doctrinal) with through legislation approach and conceptual. Results 
showed that: First, some of the new charge contained in the draft Eradication of 
terrorism contrary to human rights; Second, the authority of the investigators in 
arresting, detaining and tap the phones need to be strictly limited to prevent abuse 
of power and human rights violations. 
 




Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang 
menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Dalam mengupayakan 
pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme 
maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan 





tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 
Tahun 2003 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.1 
Pada awal bulan Januari 2016 Ibu Kota Indonesia kembali dikejutkan 
dengan aksi terorisme. Serangkaian ledakan dan tembak menembak terjadi di 
kawasan M.H.Thamrin. Ledakan pertama terjadi di Kafe Starbucks kemudian 
ledakan susulan terjadi di Pos Lantas di depan Plaza Sarinah M.H.Thamrin. 
Dengan adanya peristiwa tersebut, akhirnya Pemerintah memutuskan memperkuat 
upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada akhir bulan Januari 2016, 
Pemerintah  kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di bulan 
Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR 
secara terbatas.2Dalam kaitan ini, sejumlah kalangan baik dari Organisasi maupun 
kalangan penggiat HAM mengkritik keberadaan Revisi UU No. 15 Tahun 2003 
tersebut karena disebut akan mengancam kebebasan sipil dan kebebasan 
berpendapat.3Ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa perlu dilakukan 
revisi terhadap UU Anti Terorisme, sebab UU yang berlaku saat ini dianggap tidak 
lagi sesuai dengan kebutuhan penanggulangan tindak pidana terorisme di 
Indonesia.4 
 Berdasarkan uraian di atas, dengan ini penulis menyusun penulisan hukum 
dengan judul: Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.Masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah Pertama, bagaimana  kebijakan RUU Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme dalam Perspektif HAM. Kedua, bagaimana seharusnya 
                                                          
1Romli Atmasasmita dan Tim, 2012, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-
Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 
2003), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Hal. 73. 
2 Institute for Criminal Justice Reform, Kamis 14 April 2016, ICJR Serahkan Usulan DIM 
terhadap RUU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme 2016 ke DPR RI, dalam  
http://icjr.or.id/icjr-serahkan-usulan-dim-terhadap-ruu-perubahan-uu-pemberantasan-terorisme-
2016-ke-dpr-ri/, diunduh   Minggu 23 Oktober 2016 pukul 17.10 WIB.  
3 News Media, Jum’at 13 Mei 2016 pukul 12:46 WIB: Meneror “Teroris” : Telaah Kritis 
terhadap Revisi UU Terorisme, dalam http://www.dakwahmedia.net/2016/05/meneror-teroris-
telaah-kritis-terhadap.html, diunduh Minggu 23 Oktober 2016 pukul 17.00 WIB. 
4 Trias Palupi Kurnianingrum, 2016, “Arah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme”, tulisan dalam Jurnal Info Singkat Hukum P3DI, Vol. VIII No. 06 Maret 





kebijakan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut diatur guna 
melindungi HAM. 
Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui kebijakan 
rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dalam 
perspektif hak asasi manusia. Kedua, mengetahui kebijakan yang seharusnya di 
atur oleh rancangan undang-undang tersebut guna melindungi hak asasi manusia. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum 
normatif (doktrinal), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library 
research).5Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan dan konseptual.6 Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat 
deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara 
jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.7 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, RUU Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme, UU No. 39 Tahun 199 tentang HAM, UU No. 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Serta bahan 
hukum sekunder berupa, buku, jurnal hukum, karya ilmiah, media massa yang 
berisi tentang terorisme dan HAM. Sementara itu, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan 
rumusan masalah. Kemudian data yang telah terkumpul dan diolah tersebut akan 
dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatifyakni pembahasan yang 
dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah 
berdasarkan norma hukum, doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Setelah 
itu ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. 
 
                                                          
5 Sugianto Darmadi, 1988, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Bandung: 
Bandar Maju, Hal. 66. 
6 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Grup, Hal. 133 dan 136. 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kebijakan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam 
Perspektif HAM 
Dalam Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme ada beberapa muatan baru yang dirumuskan yaitu:8 (1)Perluasan 
tindak pidana terorisme, (2) Terorisme anak, (3) Penahanan, (4) Penangkapan, (5)   
Penelitian berkas perkara, (6) Alat bukti, (7) Pemeriksaan saksi, (8) Perlindungan 
aparat penegak hukum, (9) Penanggulangan dan deradikalisasi, (10) Ketentuan 
peralihan. 
Dalam Ketentuan Umum RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
Pasal 1 Angka 5,9 frasa ancaman kekerasan dikorelasikan dengan ucapan, tulisan, 
simbol, gerak tubuh yang bisa diasosiasikan dengan konsep kebebasan berekspresi 
dan berpendapat. Hal tersebut akan bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E 
Ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia.10 
Pengertian deradikalisasi dalam draf RUU Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 
8 tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai frasa keras atau ekstrem 
sehingga definisi ini juga hanya akan melahirkan efek jera tidak difokuskan pada 
upaya pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah dari radikalisme di 
Indonesia. Penafsiran atas pemikiran keras yang amat luas ini dapat digunakan 
untuk membatasi dan melanggar kebebasan berpendapat serta  berekspresi dan 
mengarah pada tindakan negara untuk melakukan penangkapan secara sewenang-
wenang. Akan muncul subjektivitas pada aparat penegak hukum di lapangan dalam 
mengidentifkasi frasa keras atau ekstrem. Jika apabila agenda mengenai 
                                                          
8Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan 
Terorisme  Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di  Indonesia  (DIM terkait 
Hak Korban Terorisme), Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Hal. 9. 
9Baca Pasal 1 Angka 5 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
10Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. 
Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara”. 
Pasal 24 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan 
berserikat, untuk maksud-maksud damai”. 
Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka 





deradikalisasi ini tetap dilanjutkan maka tindakan tersebut akan berpotensi 
bertentangan dengan Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 serta 
bertentang dengan Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
HAM.11 
Pasal 12B Ayat (4), (5) dan (6) mengenai sanksi pidana tambahan berupa 
pencabutan paspor.12 Pasal tersebut akan bertentangan dengan KUHP, di dalam 
KUHP tidak mengenal asas pencabutan kewarganegaraan dan justru akan beresiko 
dalam akuntabilitas tindak pidananya. Pencabutan paspor tidak bisa dilakukan, 
karena melanggar hak kewarganegaraan dan berpotensi untuk 
disalahgunakan.Potensi pelanggaran hak individu dalam hal ini adalah hak untuk 
berpindah tempat serta hak untuk mendapatkan pengakuan kebangsaan atau 
kewarganegaraan. Pasal tersebut akan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, 
Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 
tentang HAM.13 
RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 25 ayat (2), (3), (4), 
(5) dan (6) mengenai batas waktu penahanan dalam proses penyidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan bertentangan dengan batas waktu yang diatur di dalam Pasal 24-
29 KUHAP. Adanya penambahan waktu yang melebihi ketentuan KUHAP 
nantinya akan berpotensi tinggi munculnya penyiksaan, penyalahgunaan 
wewenang, dan pengabaian hak tahanan selama proses penahanan. Selain itu juga 
bertentangan dengan asasaccusatoir yang dalam hal ini mengenal prinsip praduga 
tidak bersalah (presumption of innocence).14 
                                                          
11Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945,  “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut  atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. 
Pasal 18 Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999, “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut 
karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap bersalah, sampai dibuktikan 
kesalahannya secara sah dalam  suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum 
yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
Pasal 34 UU No. 39 tahun 1999, “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, 
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”. 
12Baca Pasal 12 B Ayat (4), (5) dan (6) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 
13Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. 
Pasal 26 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 UU No. 39 Tahun 1999, “Setiap orang berhak memiliki, 
memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya”. 





Untuk dapat mempermudah di dalam memahami perbedaan batas waktu 
penahanan maka penulis menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 1 












PN PT MA 
Penyidik 180 60     240 
PU 90  60    150 
Hakim PN 30   60   90 
Hakim PT 30    60  90 













PN PT MA 
Penyidik 20 40 - - - 60 
PU 20 - 30 - - 50 
Hakim PN 30 - 60 - - 90 
Hakim PT 30 - - 60 - 90 
MA 50 - - - 60 110 
Jumlah 400 
 Sumber: Disarikan dari Pasal 24-28 KUHAP 
 
Selain itu dalam draf RUU Pasal 28 disebutkan bahwa penyidik dapat 
melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan 
Tindak pidana Terorisme dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan 
dalam KUHAP penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu 
hari.15Berbeda dengan dengan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan 
KUHAP, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
dalam Pasal 28 menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama 
7×24  jam.16Proses penangkapan 7 × 24 jam sudah merupakan proses yang berat 
bagi para terduga teroris. Sejumlah penyiksaan mulai dari intimidasi, penyiksaan 
                                                          
15 Baca Pasal 19 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 





fisik berupa pemukulan, disetrum hingga penyiksaan mental juga dilakukan untuk 
membuat terduga teroris tersebut mengakui perbuatan terorismenya.Tidak bisa 
dibayangkan apa yang akan terjadi pada masa penangkapan 7 hari kemudian 
diperpanjang menjadi 30 hari. Pasal tersebut jika tetap disahkan akan bertentangan 
dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) serta KUHAP.17 
Selain kedua hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), 
pasal 28I Ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 34 UU No. 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.18 
Pasal 31 RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan 
bahwa salah satu wewenang penyidik adalah menyadap pembicaraan melalui 
telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, 
merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorsme, atau untuk mengetahui 
keberadaan seseorang atau jaringan terorisme. Penyadapan tanpa pengaturan jelas 
berpotensi penyalahgunaan wewenang. Melakukan penyadapan akan berpotensi 
merugikan hak konstitusional warga negara. Penyadapan ini juga 
dianggapbertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 atas Perlindungan Kerahasiaan 
Data Pribadi.19 
Mengenai penanggulangan tindak pidana terorisme yang diatur dalam RUU 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43A Ayat (1) yang pada inti 
pokoknya menyatakan bahwa penyidik atau penuntut umum dapat melakukan 
pencegahan terhadap setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak 
pidana terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang 
menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 
bulan. Dengan adanya ketentuan tersebut akan melanggar hak asasi manusia 
berupa hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta tidak seorangpun dapat 
ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.20 
                                                          
17Tolib Effendi, 2014, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana “Perkembangan dan 
Pembaharuannya di Indonesia”, Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing), Hal. 23. 
18Baca Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 
33 Ayat (1) dan Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. 
19 Baca Pasal 28 UUD 1945. 
20 Baca Pasal 28G Ayat (1) dan 28I Ayat (1) UUD 1945. 
Baca Pasal 18 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 
Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta 





3.2 Kebijakan Yang Seharusnya Diatur dalam RUU Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme Dalam Melindungi HAM 
Menurut Muladi, hukum memang harus adaptif terhadap perkembangan 
iptek, sosial, budaya dan perkembangan internasional.Produk hasil peninjauan itu 
supaya lebih sesuai dengan HAM, harkat dan martabat kemanusiaan, keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat.Bukan sebaliknya, menjadikan makin represif, 
melanggar HAM, dan mengancam kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 
Apabila mencermati RUU Teroris ini, banyak ketentuannya yang terlalu represif 
(jauh lebih represif dari UU Teroris yang berlaku saat ini, yang juga sudah 
dikatakan represif), memihak pada penyidik dan Penuntut Umum dengan 
mengabaikan HAM anggota masyarakat, khususnya terduga, tersangaka, terdakwa 
terorisme, dan keluarganya.21 
Dalam draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 12A Ayat 
(1) terdapat kata “hubungan”, definisi “hubungan” sangat luas dan multitafsir. 
Pasal ini dapat mengancam siapa saja bahkan pihak-pihak yang tidak terkait 
dengan masalah terorisme namun dihubung-hubungkan dengan tindakan 
terorisme.Sehingga tidak menutup kemungkinan kerabat, tetangga, teman dapat 
terjerat oleh pasal ini dikarenakan “mengadakan hubungan.” 
Pasal 14 RUU Pemberantasan Tindak pidana terorisme mengatur mengenai 
penyertaan.22 Dalam pasal ini terdapat frasa “menggerakkan orang lain” dapat 
ditafsirkan berbeda-beda dan akan berpotensi melanggar HAM. Tidak terlihat 
sebagaimana yang diatur dalam operasionalisasi pertanggungjawaban pidana 
pihak-pihak yang bertanggung jawab karena ia melakukan langsung, pihak yang 
menginstruksikan suatu tindak pidana, pihak yang turut serta dalam suatu tindak 
pidana, termasuk di dalamnya membujuk dan telah membantu. Jika pasal ini tetap 
disahkan maka akan memberikan vonis yang jauh lebih berat dari kejahatan pokok 
yang telah dilakukan. 
Penyadapan terdapat didalam draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Pasal 31. Penyadapan tanpa pengaturan yang jelas akan berpotensi 
                                                          
21 Muchamad Iksan, “Waspada, RUU Terorisme Semakin Represif”, Republika: Dialog 
Jum’at, 9 September 2016, Hal. 6. 





penyalahgunaan wewenang. Seharusnya perlu dibentuk peraturan perundang-
undangan khusus yang mengatur mengenai penyadapan pada umumnya hingga tata 
cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-undang 
mengenai penyadapan ini perlu dibentuk karena hingga saat ini masih belum ada 
pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan 
hak konstitusional warga negara pada umumnya. 
Pasal 43A RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur 
mengenai penanggulangan tindak pidana terorisme atau deradikalisasi. 
Program/metode deradikalisasi itu sendiri tidak jelas apakah nantinya akan 
berbentuk seperti fasilitas rehabilitasi pengguna narkoba atau dalam bentuk lain. 
Mengenai program ini juga tidak diatur tata cara menempatkan seseorang yang 
akan ditempatkan untuk deradikalisasi, seperti  kesepakatan secara sadar dengan 
calon orang yang dituju. Termasuk belum ada rekam jejak yang jelas terhadap 
orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk program 
deradikalisasi yang rentan disalahgunakan untuk menyekap individu tertentu untuk 
kepentingan politik.  
 Kurang efektifnya pemberantasan terorisme bisa jadi karena lemahnya 
peran intelijen yang kurang berperan di dalam mengungkap jaringan 
terorisme.Sehingga peran intelijen perlu diatur lebih jelas dan tegas di dalam RUU 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Oleh karena itu, untuk mencegah 
kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum diperlukan adanya ketentuan 
yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan 
Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, 
serta bagaimana sebenarnya hakikat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan 




Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di muka, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagaimana di bawah ini. 
Pertama,dalam draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 





terorisme anak, penahanan, penangkapan, penelitian berkas perkara, alat bukti, 
pemeriksaan saksi, perlindungan aparat penegak hukum, penanggulangan dan 
deradikalisasi serta ketentuan peralihan. Yang menjadi perhatian utama adalah 
terdapat perbedaan jangka waktu penangkapan dan penahanan dari KUHAP, UU 
No. 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta RUU 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jangka waktu yang semakin lama 
tersebut memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran  HAM. 
Kedua, ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam RUU Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme seharusnya mengatur mengenai ketentuan yang tidak 
melanggar hak asasi manusia.Akan tetapi pada kenyataannya RUU tersebut banyak 
yang melanggar hak asasi manusia, hal tersebut terjadi dikarenakan frasa yang 
terdapat di dalam ketentuan-ketentuan baru RUU Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme memiliki makna luas.Selain itu hal yang paling pokok adalah mengenai 
kewenangan penyidik di dalam menangkap, menahan dan menyadap telepon perlu 
untuk dibatasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan 
pelanggaran hak asasi manusia. 
4.2 Saran 
Pertama, Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan dan mengkaji 
secara lebih komprehensif terhadap RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
terutama terhadap batasan mengenai pengertian tindak pidana terorisme dan delik-
delik materiil lainnya serta hukum acaranya.Kedua, Pemerintah juga harus 
mengkaji pasal-pasal yang terdapat frasa yang memiliki makna luas sehingga 
nantinya tidak disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab serta agar 
tidak melanggar HAM. 
Ketiga, Pemerintah perlu memberikan batasan-batasan penyidik di dalam 
menangkap, menahan dan menyadap telepon sesuai dengan ketentuan HAM agar 
tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.Keempat, Peran serta masyarakat juga 
diperlukan termasuk dukungan dan bantuannya dalam rangka penanganan tindak 
pidana atau kejahatan terorisme. Karena negara dalam hal ini adalah aparat 
penegak hukum tidak akan bisa bekerja sendiri dan berhasil dalam menangani 
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